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ABSTRAK SKRIPSI 

 

Erlangga Rinaldi Maaruf. 91911403161074. Fungsi Kejaksaan Dalam Melakukan 

Penerapan Diversi Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-

006/A/J.A/04/2015. Di bimbing oleh Suzanna Lumeno dan Erwin Taroreh.  

 

Kata Kunci : Kejaksaan, Penerapan, Diversi 

 

      Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan 

pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversi (pengalihan) 

dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari efek negative terhadap jiwa dan 

perkembangan anak oleh dalam keterlibatannya pada sistem peradilan pidana. Jaksa 

mempunyai peran penting dalam berlangsungnya proses diversi (pengalihan) dengan 

melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak 

yang terkait dengan suatu perkara tindak pidana. Berdasarkan penjelasan diatas, peran 

jaksa dalam menerapkan kebijakan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam 

menjalankan penegakan hukum hendaknya sejalan dengan tujuan dasar pemidanaan 

diantaranya yaitu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan 

hukum. 

      Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.Bagaimanakah pengaturan 

tentang diversi menurut peraturan perundang-undangan?2.Bagaimanakah fungsi 

kejaksaan dalam penerapan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum? Di 

dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, 

penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, 

literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini.  

        Pengaturan mengenai pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan 

hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem 

peradilan pidana anak, dimana pelaksanaan diversi sudah dimulai dari tingkat 

penyidikan. Pelaksanaan diversi oleh kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung 

Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/2015 Tentang Pedoman Pelaksaanaan 

Diversi Ditingkat Penuntutan, ada beberapa persyaratan dan proses yang harus di lalui 

dalam pelaksanaan diversi, adapun syarat yang dapat dilakukan diversi terhadap anak 

yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi 

belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, diancam pidana 

penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana 

 

 

          

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari 

kekuasaan lain dan tidak memihak, dengan demikian penegakan hukum mempuyai 

peranan penting. Penegakan hukum (law enforcement) merupakan suatu usaha 

untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada 

dibelakang norma tersebut. Penegakan hukum bukan hanya berbicara mengenai 

aturan-aturan atau pasal-pasal yang berada dalam peraturan perundang-undangan 

saja, tetapi selalu melibatkan manusia di dalamnya seperti pelaku kejahatan, korban 

kejahatan, para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Lembaga 

Pemasyarakatan) yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. 

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat fungsional yang 

diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan 

palaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta 

wewenang lain berdasarkan undang-undang.  

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan 

pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversi (pengalihan) 

dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari efek negative terhadap jiwa dan 

perkembangan anak oleh dalam keterlibatannya pada sistem peradilan pidana. Jaksa 

mempunyai peran penting dalam berlangsungnya proses diversi (pengalihan) 

dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta 

pihak-pihak yang terkait dengan suatu perkara tindak pidana. Berdasarkan 



 

 

penjelasan diatas, peran jaksa dalam menerapkan kebijakan diversi terhadap anak 

pelaku tindak pidana dalam menjalankan penegakan hukum hendaknya sejalan 

dengan tujuan dasar pemidanaan diantaranya yaitu melindungi masyarakat dan 

pembalasan atas perbuatan melawan hukum. 

Pada proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, hingga sidang di pengadilan, 

anak menjadi pelaku tindak pidana wajib melalui sebuah tahapan yang disebut 

diversi, yang bertujuan menjadi opsi yang lebih baik dibanding menggunakan 

mekanisme beracara pada pengadilan. Jaksa Penuntut umum (JPU) sebagai penegak 

hukum berkewajiban melakukan diversi, di samping polisi serta hakim. 1 Pasal 1 

angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

(UU SPPA), menyatakan bahwasanya diversi merupakan penanganan masalah anak 

diluar proses peradilan pidana. Upaya diversi akan bisa menguntungkan hak-hak 

anak, karena dengan adanya upaya diversi anak tidak menjalani hukuman pada 

lembaga pemasyarakatan (Lapas) atas tindak pidana yang dilakukannya, sehingga 

anak nantinya bisa berubah serta memperbaiki diri menjadi generasi bangsa yang 

baik. 

Berdasarkan UU SPPA, Jaksa Agung menerbitkan Peraturan Jaksa Agung 

Republik Indonesia angka PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Diversi Pada Tingkat Penuntutan (PerJa 2015). Perja 2015 tersebut menjelaskan 

bahwa JPU harus melakukan pemanggilan, selanjutnya menganjurkan diversi pada 

anak dan/orang tua/wali serta korban dan/orang tua/wali selama 7 hari yang dihitung 

semenjak mendapat pelimpahan anak serta barang bukti dari polisi.  

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia 

dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Perlindungan terhadap anak telah 

diatur secara tegas dalam konstitusi Negara Indonesia, sehingga kepentingan yang 



 

 

terbaik bagi anak sudah merupakan tanggung jawab bersama sebagai umat manusia 

yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masa anak-anak adalah 

masa yang sangat rawat dalam proses pertumbuhannya, karena di masa-masa inilah 

anak seringkali memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baru.  

Dalam masa pertumbuhan, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana 

ia bergaul dan bersosialisasi. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak 

negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang 

komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan 

sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh 

terhadap nilai dan perilaku anak.  

Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-

anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti mencuri, 

membawa senjata tajam, terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-

lain. Namun demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang 

dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik 

(badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh 

nilai kodrat. 

  Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat kita 

seringkali menemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum, 

baik itu sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana. 

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak pada umumnya dan anak 

sebagai pelaku tindak pidana pada khususnya, Pemerintah Indonesia telah 

meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 

Tanggal 25 Agustus 1990, dan menandatangani kesepakatan Beijing Rules, namun 



 

 

pada kenyataannya ketentuan dalam peraturan tersebut belum secara maksimal 

menjadi solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. 

 Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan 

yang dilakukannya. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak 

pidana sedapat mungkin dihindari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana 

anak. Proses peradilan pidana anak sebenarnya sama dengan proses peradilan 

pidana bagi orang dewasa.  Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian 

kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 

pemasyarakatan terpidana. 

Dalam sistem peradilan pidana anak, setiap tahapan proses mulai dari penyidikan 

sampai pada tahapan pemidanaan haruslah didahului dengan adanya proses diversi 

yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke 

proses di luar peradilan pidana. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Anak dan telah berlaku efektif pada bulan Juli tahun 2014, 

mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan 

untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan 

diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. 

Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (SPPA) mempertegas peran-peran aparat penegak hukum dalam proses 

penanganan perkara pidana anak dengan mengedepankan perlindungan anak melalui 

pendekatan keadilan restorative. 

Dalam perspektif Konvensi Hak Anak / KHA (Convention The Rights of The 

Children / CRC), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak 

dalam situasi khusus (Children in Need of Special Protection / CNSP). UNICEF 

menyebut anak dalam kelompok ini sebagai children in especially difficult 



 

 

circumtances (CDEC), karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan 

mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada 

lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, 

membutuhkan perlindungan dan keamanan diri.  

Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut tidak 

mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang 

berada di lingkungan tempat dimana biasanya anak menjalani hidup. Sebelum 

adanya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, penyelesaian permasalahan anak berhadapan dengan hukum dimana anak 

sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam UU tentang Pengadilan Anak tersebut belum 

secara tegas dituangkan dalam pasalnya mengenai pelaksanaan pengalihan 

penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar 

peradilan pidana (diversi). 

Penyelesaian permasalahan anak berhadapan dengan hukum melalui proses 

peradilan pidana selama ini membawa dampak yang sangat buruk bagi 

perkembangan anak baik secara psikis maupun fisik. Hak-hak anak ketika harus 

menjalani suatu proses pemeriksaan penyelesaian perkara pidana dari tahap 

penyidikan sampai ke tahap pelaksanaan putusan seringkali diabaikan oleh penegak 

hukum. Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan 

kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan, sehingga 

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, dimana dalam undang-undang tersebut telah dituangkan 

secara tegas dalam Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 mengenai diversi.  



 

 

Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengakibatkan adanya 

upaya guna mencegah dan menanggulanginya, salah satunya adalah 

penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Criminal Justice System). 

Tujuannya tidak hanya untuk penjatuhan pidana semata, tetapi juga pada dasar 

pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana sebagai sarana mendukung perwujudan 

kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran tujuan penjatuhan sanksi 

pidana tersebut merupakan ciri khas penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak 

yang diharapkan nantinya dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak 

hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun sidang di pengadilan, tidak 

hanya meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan semata bagi anak 

namun juga didasari prinsip demi kepentingan anak. 

Sejak tahap penyidikan, aparat hukum telah diberi kewenangan oleh Undang-

Undang untuk melakukan penahanan. Situasi dalam tahanan memberikan beban 

mental berlipat bagi si anak, ditambah lagi tekanan psikologis yang harus dihadapi 

mereka yang Pelaksanaan Diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari 

efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan 

sistem peradilan pidana.  

Upaya pengalihan atau ide Diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik 

yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan 

anak sebagai pelaku tindak pidana. Kewenangan untuk melakukan Diversi adalah 

dari aparat penegak hukum pada masing masing tingkatan pemeriksaan yaitu pada 

tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri 

sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 7. Secara khusus, pada tingkat penuntutan, 

acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III Bagian Keempat Pasal 41 dan 

Pasal 42 UU SPPA. 



 

 

B. Rumusan Masalah 

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pengaturan tentang diversi menurut peraturan perundang-

undangan? 

2. Bagaimanakah fungsi kejaksaan dalam penerapan diversi bagi anak yang 

berhadapan dengan hukum? 

C. Tujuan Penelitian 

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang diversi menurut peraturan perundang-

undangan. 

2. Untuk mengetahui fungsi kejaksaan dalam penerapan diversi bagi anak yang 

berhadapan dengan hukum. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap 

perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang pengaturan diversi menurut 

peraturan perundang-undangan. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat 

bahwa Undang-undang menjelaskan fungsi kejaksaan dalam penerapan diversi 

bagi anak yang berhadapan dengan hukum. 
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